BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan,
dapat disimpulkan hal berikut :

1. Perkawinan satu suku yang dilarang dalam masyarakat Hukum adat di
Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :Terjadi antara individu
dalam satu suku, di dalam satu Nagari, dan memiliki hubungan darah
(saparuik) dengan Niniak Mamak yang sama. Apabila perkawinan semacam
ini terjadi, pelaku akan dikenai sanksi berupa pembuangan ke tempat yang
tidak dikenai dan digantikan dengan tandan pisang masak.Terjadi antara
individu dalam satu suku, dan keduannya memiliki Niniak Mamak yang
sama tetapi bukan hubungan darah (saparuik). Jika perkawinan ini terjadi,
pelaku akan dijatuhi sanksi berupa pembuangan sesuai tata cara adat yang
berlaku

2. Penerapan sanksi Adat terhadap perkawinan satu suku di Kabupaten Pesisir
Selatan: Terkait dengan sanksi “dibuang ke biliak dalam dan digantikan
dengan tandan pisang masak,” pelaku perkawinan satu suku diwajibkan
meninggalkan tempat tinggalnya dan Nagarinya. Anggota kaum tidak
menyertainya ke lokasi yang diinginkan oleh pelaku, hanya memberikan
bekal, proses ini melibatkan kehadiran Mamak kaum dan masyarakat di
Nagari Tanjung Pondok, dan pelaku dilarang pulang untuk selamanya
Terhadap sanksi:dibuang sapanjang adat,” individu yang terkena sanksi ini

tidak diizinkan lagi berpartisipasi dalam kegiatan adat seperti baralek,
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buruak, atau upacara kematian. Mereka juga tidak memiliki hak untuk
menerima harta pusaka dan tidak diizinkan menggunakan suku kaumnnya,
termasuk keturunannya.

3. Upaya pencegahan dilakukan Niniak Mamak terhadap perkawinan
sasuku;Mamak mengatur kemenakan, Mamak yang akan mengenalkan nilai-
nilai budaya yang mendukung perkawinan yang sehat dan berkelanjutan
kepada kemenakan, Mamak memberikan penyuluhan mengenai dampak
negatifnya, dan Mamak juga sebagai penjaga kaum.

B. Saran

1. Penulis menyarankan bagi Orang Tua yang memiliki anak laki-laki maupun
anak perempuan untuk lebih waspada dan menjaga anaknya agar tidak
terjadi lagi perkawinan sasuku yang tidak diinginkan.

2. Penulis menyarankan bagi remaja yang belum menikah sebaiknya terlebih
dahulu mengetahui suku dari pasangan calon, agar tidak terjadi larangan
sebelum melakukan pernikahan.

3. Penulis menyarankan agar peran Niniak Mamak terhadap kemenakan dalam
menasehati tidak pernah bosan , agar tidak terjadi lagi aturan yang dilanggar

oleh kemanakan.
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